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P U T U S A N 

Nomor 461/PID.SUS/ 2024/PT BNA

            DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi  Banda  Aceh, yang mengadili  perkara pidana

dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1.  Nama lengkap :  IBRAHIM ALS SI BRAM BIN ALM IBNUSYAH

2.  Tempat lahir :  Senebuk Aceh.

3.  Umur/Tanggal lahir :  39 tahun/10 Juni 1985.

4.  Jenis kelamin :  Laki-laki.

5.  Kebangsaan :  Indonesia.

6.  Tempat tinggal :  Jl. Dusun Kerani Hasyim, Desa Seuneubok Aceh

     Kecamatan  Bendahara,  Kabupaten  Aceh

Tamiang.

7.  Agama              :  Islam.

8.  Pekerjaan              :  Wiraswasta.

 Terdakwa ditangkap sejak  tanggal  22 Maret 2024   sampai dengan  23

Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh: 

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024 .

2. Penyidik  Perpanjangan Oleh Penuntut  Umum sejak tanggal  12 April  2024

sampai dengan tanggal 21 Mei 2024 .

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024 .

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21

Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024.

5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus

2024.

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan

tanggal 31 Agustus 2024.

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 461/PID.SUS/2024/PT BNA
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7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri

sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024 .

8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi  Bnada  Aceh  oleh  Wakil

Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai

dengan 14 November 2024;

9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda

Aceh sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan 13 Januari 2024;

Terdakwa didampingi  oleh  Penasehat  Hukum  Dewi  Kartika,  S.H  Dkk

Advokat yang berkantor di Jalan Ir. H Juanda Desa Bundar Depan Asrama Kompi

Raider  III/A  Kecamatan Karang  Baru  Kabupaten  Aceh  Tamiang berdasarkan

penetapan  Ketua  Majelis  Hakim  Nomor  108/Pid.Sus/2024/PN  Ksp  tanggal  7

Agustus 2024; 

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala

Simpang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama  :  Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika. 

Atau 

Kedua      :  Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor

461/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 01 November 2024 tentang Penunjukan

Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 461/PID.SUS/2024/PT

BNA tanggal 01 November 2024  tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Aceh Tamiang Nomor Reg.Perkara: PDM-409/ATAM/Enz.2/03/2024 tanggal

2 Oktober 2024 sebagai berikut:
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1. Menyatakan terdakwa Ibrahim Als Si Bram Bin Alm Ibnusyah  terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  ”Tanpa hak atau

melawan  hukum menawarkan  untuk  dijual,  menjual,  membeli,  menerima,

menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

jenis sabu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum

yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Ibrahim Als Si Bram Bin Alm Ibnusyah

dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun penjara dikurangi selama

terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

dan  denda  sebesar  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar rupiah)  Subsidiair 6

(enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 

- 1 (satu) buah Kotak Rokok Magnum Filter warna hitam yang didalamnya

berisikan 9 (sembilan) Paket Kecil yang diduga Narkotika Gol I Jenis sabu

yang dibungkus dengan pelastik warna bening; 

- 1 (satu)  buah kotak Rokok Sampoerna warna putih  yang didalamnya

berisikan 1 (satu) Paket Sedang yang diduga Narkotika Gol I Jenis Sabu

yang dibungkus dengan pelastik warna bening; 

- 1 (satu) Unit Hanphone Merk Realme warna biru. 

Dirampas untuk dimusnahkan 

- 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.  5.000,-

(lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri  Kuala  Simpang Nomor

108/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 16 Oktober 2024 yang amar lengkapnya

sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ibrahim Als Si Bram Bin Alm Ibnusyah terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual

Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
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2. Menjatuhkan  pidana  terhadap Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana

penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00

(satu miliar rupiah) dengan ketentuan  apabila denda tersebut tidak dibayar

diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok magnum filter warna hitam yang didalamnya

berisikan 9 (sembilan) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus

dengan plastik warna bening dengan berat bersih yaitu 1,35 (satu koma

tiga lima) gram;  

- 1  (satu)  buah  kotak  rokok  sampoerna  warna  putih  yang  didalamnya

berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang di  bungkus

dengan plastik warna bening dengan berat bersih yaitu 2,60 (dua koma

enam nol) gram; 

Dirampas untuk dimusnahkan. 

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 

- 1 (satu) unit hanphone merk realme warna biru; 

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp5.000,00  (lima ribu rupiah).

Membaca  Akta  Permintaan  Banding  Nomor  108/Akta

Pid.Sus/2024/PN Ksp yang dibuat  oleh Panitera Pengadilan Negeri  Kuala

Simpang  yang  menerangkan  bahwa  pada  tanggal  16  Oktober  2024,

Terdakwa,  telah  mengajukan  permintaan  banding  terhadap  Putusan

Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal

16 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat

oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 461/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada  tanggal  18  Oktober  2024 permintaan banding  tersebut telah

diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara

yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simapang pada tanggal

18 Oktober 20244 kepada Penuntut Umum/Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa  telah

diajukan dalam tenggang waktu dan menurut  tata  cara serta  syarat  yang

ditentukan  dalam  undang-undang,  oleh  karena  itu  permohonan  banding

tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa sampai dengan pembacaan putusan

dalam perkara ini  pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tidak mengajukan

memorie  banding,  akan  tetapi  oleh  karena  memorie  banding  bukan

merupakan suatu kewajiban bagi  pemohon banding,  maka Majelis  Hakim

Pengadilan Tinggi akan memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan

banding tersebut;

Menimbang   bahwa   setelah   Majelis   Hakim   Pengadilan   Tinggi

membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta

salinan  resmi  putusan  Pengadilan  Negeri  Kuala  Simpang Nomor

108/Pid.Sus/2024/PN  Ksp tanggal  16  Oktober  2024, Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim

Tingkat  Pertama  dalam  putusannya  berdasarkan  alasan  yang  tepat  dan

benar,  karena  itu  dijadikan  sebagai  pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim

Pengadilan   Tinggi   dalam   memutus   perkara   ini   ditingkat   banding,

kecuali  mengenai, pidana  yang  dijatuhkan,  oleh  karena  itu  perlu  diubah

dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang  bahwa  tujuan  utama  hukum  pidana  adalah  untuk

menjaga  ketertiban  dan  keamanan  dalam  masyarakat  dengan  melarang

tindakan  yang  merugikan  orang  lain  atau  masyarakat  secara  umum dan

memberikan sanksi yang tegas dan adil bagi pelanggar hukum;

Menimbang  bahwa  dalam perkembangan  hukum  pidana  bahwa

pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 461/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menegakkan  norma  hukum  demi  perlindungan  dan  pengayoman

masyarakat  (pencegahan)  serta  memasyarakatkan  terpidana  dengan

mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik

dan berguna (rehabilitasi). Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan hakim

antara  lain  bentuk  kesalahan  pelaku  tindak  pidana,  motif  dan  tujuan

melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana, tindak pidana

dilakukan dengan direncanakan atau tidak, cara melakukan tindak pidana,

serta sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana. Ada pula

tentang riwayat hidup, keadaan sosial dan ekonomi pelaku tindak pidana,

pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana, pemaafan dari

korban atau keluarganya, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam

masyarakat.

Menimbang bahwa  pada  saat  dilakukan  penangkapan  Terdakwa

tidak  melakukan  perlawanan,  dan  selama  proses  pemeriksaan  perkara

bersikap  koperatif  serta  Terdakwa  bukan  merupakan  target  dari  pihak

Kepolisian.  Seluruh  perbuatan  Terdakwa  tersebut  diatas  dikwalifikasi

sebagai hal-hal yang meringankan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka

putusan  Pengadilan  Negeri  Kuala  Simpang Nomor  108/Pid.Sus/2024/PN

Ksp tanggal  16  Oktober  2024  yang  dimintakan  banding  tersebut  harus

diubah  mengenai,  pidana yang dijatuhkan, sehingga amar  selengkapnya

seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang  bahwa  lamanya  Terdakwa  berada  dalam  tahanan,

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh  karena menurut  pendapat  Majelis  Hakim

Pengadilan  Tinggi  tidak  ada  alasan  yang  cukup  untuk  mengeluarkan

Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan  agar Terdakwa tetap berada

dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah

dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya

perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 461/PID.SUS/2024/PT BNA
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Mengingat  Pasal  114  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,  Undang-Undang   Nomor   8   Tahun

1981 tentang Hukum Acara  Pidana serta  peraturan perundang-undangan

lain yang bersangkutan;

                               M E N G A D I L I :

- Menerima   permintaan   banding   dari   Terdakwa  tersebut; 

- Mengubah  putusan   Pengadilan  Negeri  Kuala  Simpang Nomor

108/Pid.Sus/2024/PN  Ksp tanggal  16  Oktober  2024,  yang  dimintakan

banding,  mengenai,  pidana  yang  dijatuhkan,  sehingga  amar

selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ibrahim Als Si Bram Bin Alm Ibnusyah terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual

Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa  oleh karena itu  dengan pidana

penjara  selama  8  (delapan)  tahun  serta  denda  sejumlah

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan  apabila denda

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok magnum filter warna hitam yang didalamnya

berisikan 9 (sembilan) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus

dengan plastik warna bening dengan berat bersih yaitu 1,35 (satu koma

tiga lima) gram;  

- 1  (satu)  buah  kotak  rokok  sampoerna  warna  putih  yang  didalamnya

berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang di  bungkus

dengan plastik warna bening dengan berat bersih yaitu 2,60 (dua koma

enam nol) gram; 

Dirampas untuk dimusnahkan. 

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 
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- 1 (satu) unit hanphone merk realme warna biru; 

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp5.000,00  (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim

Pengadilan  Tinggi  Banda  Aceh,  pada  hari  Selasa,  tanggal  19  November

2024, oleh Akhmad Sahyuti,  SH.MH, sebagai  Hakim Ketua,  Irwan Efendi,

SH.M.Hum  dan  DR  H  Editerial,  SH.MH,  masing-masing  sebagai  Hakim

Anggota,  yang  diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  pada  hari

Selasa tanggal  26 Nevember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi

para Hakim Anggota tersebut,  serta Kurnia, SH Panitera  Pengganti  dengan

tidak  dihadiri  oleh  Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,                                            Ketua Majelis,

                                     dto                                                               dto

Irwan Efendi, SH.M.Hum .                               Akhmad Sahyuti, SH.MH.

                                     dto

DR H Editerial, SH.MH.

                                                       Panitera Pengganti,

                                                                                            dto

                                                      Kurnia, SH.
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